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PERATURAN GUBERNUR CONOTTTEIO

NoMoR 5* TAHUN 2OLg

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINASBAI.A.I PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal rr peraturan Daerah N'mor 12

Tahun 2or3 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas provinsi
Gorontalo, dipandang perlu membentuk organisasi clan Tata
Kerja unit pelaksana Teknis Dinas Balai proteksi ,l.anaman

Pangan dan Holtikultura provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d:imaksud
dalam huruf a, perru menetapkan pera.turan Gubernur
Gorontalo tentang pembentukan organisasi dan Tarra Kerja
unit Pelaksana Teknis Dinas Balai proteksi Tanaman pangan

dan Holtikultura provinsi Gorontalo;
Mengingat : 1. undang-undang Nomor 8 Tahun Lgz4 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor s5, Tambahan L,embaran Negara Frepubrik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun rggg Nomor !69, Ta:nbahan
Iembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3g90);

2. undang-undang Nomor 12 tahun rgg2 tentang sistem
Budidaya Tanaman (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun rgg2 Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara
Nomor 3a781;

3' Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20OO tentang pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik In,conesia
Tahun 2ooo Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO6O);
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4. undang-undang Nomor rr rahun 2003 tenta.ng Keuang*n
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

5. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang peme:rintahern

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdon*sia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor L2 Tahun 200g tent.ng
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tah'n 2oct4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor s9, Tambahan Lembaran. Negara
Republik Indonesia Nomor 4gaa\

6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perinrbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Dae'ah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g);

7. undang-undang Nomor 12 Tahun 2orl tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2orl Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52341;

8. Peraturan Pemerintah Nomor sg Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200s Nomor 140, Tambahan krnbara'
Negara Republik Indonesia Nomor aSTg);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2oor tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemr:rintah,
Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerzrlr
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rr:pubrik
Indonesia Nomor aT3Tl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor +L Tahun 2oor tentang
organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ooz Nomor g5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aTaO\

ll.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi Gorontalo
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12,
Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Nomor 10).

Organisasi.

(Lenrbara.n

Tam.bahan
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MEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIhIAS
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DpRD menu;rut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas_
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan lleputrlik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- und.ang Daseir
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernu.r, Bupati, atau walik,rta, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.an
daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5' Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adatah Dinas pertanian dan Tanaman pangein dan

Hortikultura.

7. unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat uprD adalah
unit Pelaksana Teknis Dinas Balai proteksi Tanaman pangJan da:e
Hollikultura.

8. organisme penganggu T\rmbuhan selanjutnya disingk*t oF'n
adalah sejenis organisme yang menimbulkan kerusaka' pada
tan€rman.

9. Kelompok Jabatan fungsional erdalah kelompok jabatur'
fungsional pengendali organisme peng€urggu tumbuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit pelaksana
Dinas Balai proteksi Tanaman pangan dan Holtikulhlra
Gorontalo.

Teknis

Provinsi

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur peraksan. teknis
operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

TLrgas Pokok

Pasal 4

Balai mempunyai tugas meraksanakan perlindungan tanaman
pangan dan horlikultura sesuai dengan peraturan penrndang_
undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal S

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

a. melakukan pengamatan, penetapan diagnosa dan
menyebarluaskan informasi O pT.

b. melakukan peramalan opr secara spesifik lokasi;
c. melakukan penetapan rekomendasi pengendalian opl.;
d. melaksanakan pengawasan mutu dan residu serta pema;ntauan

dampak penggunaan pestisida;

e. melaksanakan ketata usahaan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai terdiri
atas:

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(21 Struktur organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas Balai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Jampiran

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari p,3raturan

Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala uprD berternggungiawerb

kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi cleur
sinkronisasi baik dalam lingkungan uprD maupun instansi

teknis terkait lainnva.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dala:n
Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. merencanakan program, sasaran dan kebijakan di bidang
perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama lintas sektqr
dibidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;

d. membuat keputusan strategis dan teknis sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

sub Bagian Tata usaha mempunyai hrgas memberikan pelayanan
teknis administrasi di lingkungan UpfD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalan:
Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. menJrusun rencana progr€un dan kegiatan sub bagian tata usaha;
b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiatan rutin dan

pembangunan dibidang perlindungan tanaman pangan deur
hortikultura;

c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
t.J
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d. melakukan perencanaan program dan pengembangan Sisrem

Informasi Manajemen;

e. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi;

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Proteksi T'anantern
Pangan dan Holtikultura terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional pengendali organisme pengganggu

TumbuhanI

b. l,aboratorium Pengamatan Hama penyakit dan Agensi Hayati
c. Instalasi Pengamatan pengendalian organisme perrggang;u

TUmbuhanI

d. Brigade Proteksi Tanaman.

Pasal 12

uraian T\rgas dan Funsi masing-masing Kelompok ,Jabatan
Fungsional pada uprD Balai proteksi Tanaman pangan dan
Holtikultur sebagaimana di maksud daXam Pasal 11 akan atur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkert dan
diberhentikan oleh Kepa]a Daerah atas usul Sekretaris Daeralh
Provinsi sesuai peraturan perundang - undangan.

(2) Pejabat pejabat lainnya di lingkungan uprD diangkat da.,r
diberhentikan sesuai peraturan peru'dang - undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbut akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Ftovinsi
Gorontalo berdasarkan peraturan perundang - undangan.
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini murai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengu.adangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Beritut Daerz*r
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH pRovINSI GoRoNTALo rAHuN 2org NoMoR 5i;
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR , , [ ,  TAHUN 2013
TANGGAL : :C )esc::.],+c, 2OIB
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJI\ UNIT

:p3I1:$1.. l1[T1?-_ p]I4s BALAr pRorEKSr ilr,NAMANMNGAWIKULTURA PROVINSI GORONTALO

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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